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ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effecbrporate governance
mechanisms on the policy of social and environnelisglosure. Indicators used to
measure corporate governance mechanisms in thidysts the proportion of
independent board, the structure of the Chief Ridkicer (CRO), managerial
ownership, board size, independence of the audinnuittee, the board of
commissioners meeting frequency, as well as theinadion and remuneration
committee. While social and environmental disaless the dependent variable was
measured using a amount disclosure items apprapneth the Global Reporting
Initiative (GRI) G3. 1 index. In addition, thisugly also added two control variables
are firm size firm size and leverage.

This study uses secondary data with entire pomratif banking companies
listed in the Indonesia Stock Exchange (BEI) in8R012. The method used to
determine the sample using purposive sampling. d&rmdytical method used is
multiple linear regression, regression testing prito first tested the classical
assumptions.

The results of hypothesis testing showed that tbpgotion of independent board
negatively affects the social and environmentatidsire. Other results noted that
the structure of the CRO, managerial ownershipyaB as the nomination committee
and remuneration positive effect on social and mmwnental disclosure. While the
size of the board of directors, audit committeeejmehdence, and the frequency of
meetings of the board of commissioners did notifsegntly affect disclosure.
Overall it can be concluded from these results tha corporate governance
mechanisms affect social information disclosuregyadnd corporate environments.

Keywords: corporate governance, sustainability report, sdcand environmental
disclosure, GRI

Vi



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji gamh mekanisme
corporate governanceterhadap kebijakanpengungkapan informasi sosial dan
lingkungan. Indikator yang digunakan untuk mengukuekanisme corporate
governancedalam penelitian ini adalah proporsi dewan komssaridependen,
struktur Chief Risk Office(CRO), kepemilikan manajerial, ukuran dewan direks
independensi komite audit, frekuensi rapat dewamigaris, serta komite nominasi
dan remunerasi. Sedangkan pengungkapan informsisil stan lingkungan sebagai
variabel dependen diukur menggunalkamlah item pengungkapan sesuai dengan
indeksGlobal Reporting Initiativ(GRI) G3. 1. Di samping itu, penelitian ini juga
menambahkan dua variabel kontrol yaitu ukuran @draan ukuran perusahaan dan
leverage

Penelitian ini menggunakan data sekunder denganulgsp seluruh
perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursalidenesia (BEI) tahun 2008-
2012. Metode yang digunakan untuk menentukan sampeeetlitian ini dengan
menggunakarpurposive samplingMetode analisis yang digunakan adalah regresi
linear berganda, sebelum melakukan uji regreselédrldahulu dilakukan uji asumsi
klasik.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa prapdesvan komisaris
independen berpengaruh negatif terhadap pengungkamfarmasi sosial dan
lingkungan. Hasil lain mencatatkan bahwa strukti®QC kepemilikan manajerial,
serta komite nominasi dan remunerasi berpengarsitifpterhadap pengungkapan
informasi sosial dan lingkungan. Sedangkan ukurewanh direksi, independensi
komite audit, dan frekuensi rapat dewan komisartkkt berpengaruh secara
signifikan terhadap pengungkapan. Secara keselnrdapat disimpulkan dari hasil
penelitian ini bahwa mekanisme corporate governamesnpengaruhi kebijakan
pengungkapan informasi sosial dan lingkungan péasa

Kata kunci: corporate governanggengungkapan sosial dan lingkungarl

Vii
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Meningkatkan kesejahteraan dan memaksimalkan kakayarusahaan dengan
cara mengelola sumber daya serta meningkatkanj&iperusahaan demi mencapai
tujuan kepentingan pemilik perusahaan adalah ssd#in tujuan didirikannya suatu
perusahaanKinerja perusahaan merupakan ukuran keberhastiias @engelolaan
sumber daya perusahaan secara efektif, efisienekdanomis. Pengukuran kinerja
perusahaan dapat dilakukan dengan cara menganapsian keuangan perusahaan
tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban terhgampangku kepentingan
(stakeholders)Pentingnya penilaian kinerja perusahaan dengalakukan analisis
terhadap laporan keuangan perusahaan akan membpaneu manajer untuk
mengevaluasi dan menyiapkan perencanaan yang lediih dalam mengelola
perusaahan di tengah sistem ekonomi kompleks yamnglan bebas dan terbuka.

Peningkatan praktik tata kelola perusahaargorate governangeseharusnya
sudah tidak bersifat sementara tetapi merupakatu ssiatem untuk memastikan
bahwa implementasi sistem manajemen perusahaah belgalan sesuai tujuan

perusahaan demi mencapai keselarasan tugoa ¢ongruence



Menurut Komite Cadbury (1992)ood corporate governancadalah prinsip
yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaannagaapai keseimbangan
antara  kekuatan serta kewenangan perusahaan dalammbemkan
pertanggungjawabannya kepada psinareholderkhususnya, dastakeholderpada
umumnya yang berwujud pengaturan kewenangan drekbanajer, pemegang
saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan mpbdmgan perusahaan di
lingkungan tertentu. Untuk dapat memahaminya, medkzerlukan pemahaman
terhadap tujuan damorporate governanceendiri. Tujuancorporate governance
yaitu untuk menciptakan nilai tambah bagi semualpyang berkepentingan (FCGI,
2006).

Pentingnyacorporate governare telah menjadi sorotan berbagai entitas dari
seluruh dunia karena dapat menjadi suatu sumbengsatahan yang menggangu
kinerja perusahaan dan bukan merupakan fenomena deam dunia bisnis.
Berthelot, Morris, dan Morrill (2010) berpendapathiva manajer harus dikontrol
dan diawasi dengan seksama dalam rangka mencegadigce bagi perusahaan.
Terungkapnya skandal keuangan berskala besar isépeon, Worldcom, Tyco,
dan Global Crossing telah menyebabkan kajian memgsnporate governance
meningkat pesat. Iskander dan Chamlou (2000) mepgiéan bahwa krisis
ekonomi yang pernah melanda Asia Tenggara dan aegaara lain terjadi bukan
hanya akibat faktor ekonomi makro, tetapi juga kardemahnyacorporate
governancali negara-negara yang terkena krisis seperti lageahukum, standar

akuntansi dan kontrol audit yang masih belum agfikeemahnya pengawasan



komisaris, pasar modal yang madimder-regulated serta terabaikannya hak
minoritas.

Hal ini menunjukkan bahwa prakti&orporate governanceang baik tak
hanya berakibat positif bagi pemegang saham, ngnganmasyarakat secara luas.
Akibatnya, lembaga-lembaga ekonomi dan keuangarad@pertiWorld Bankdan
International Monetary Fundsangat mementingkan penerapan dan penegakan
corporate governancdi negara-negara penerima dana karena mereka noggaa
bahwacorporate governancmerupakan bagian penting dari sistem efisienspas
Menurut Sumariyati dan Poeradisastra (2005) jikeusahaan yang melaksanakan
prinsip atau pedomagood corporate governancgaitu transparansi, independensi,
kewajaran, akuntabilitas dan pertanggungjawabaarad¢epat maka dapat dipastikan
perusahaan akan memiliki landasan yang kokoh dademjalankan bisnisnya, mitra
kerja tidak ragu mengembangkan hubungan bisnik lelbss, para pemasok memiliki
kepercayaan serta yakin akan diperlakukan secdlssetingga bisa memberikan
harga yang terbaik yang berarti menciptakan efssibagi perusahaan.

Banyak pedoman perusahaan menganjurkan untuk rkesigiem tata kelola
perusahaan yang baiggqod corporate governangguna meningkatkan transparansi
pengungkapan informasi mengenai perusahaan. Selagtalam praktiknya, prinsip
dan nilaicorporate governanceeharusnya menyesuaikan dengan kondisi yang ada
pada suatu perusahaan dan sangat tergantung desgfaik perusahaan, jenis usaha,
dan komposisi kepemilikan modal perusahaan. Persbahmengenai implementasi

corporate governancéidak dapat dilepaskan dengan konsep dan sistetaseitu



sendiri yang turut berkembang dengan sistem kospdranegara maju seperti Inggris
dan Amerika Serika yang ditandai dengan adanyagadran antara pemilik dengan
pembuat keputusan atau yang dikenal deraggemcy problenatau hubungan antara
principal danagent(Weston, 2001).

Sebagai tambahan mekanisnmeorporate governanceyang terdapat di
perusahaan perbankan terlihat lebih penting dasipadktor industri karena
perbankan berperan penting sebagai pengatur utalaa gherekonomiarCorporate
governanceyang buruk pada bank akan membuat pasar kehildregmercayaan pada
kemampuan bank untuk mengelola asset dan kewagarasuk deposit yang dapat
memicu krisis likuiditas dan membawa krisis ekon@adla suatu negara (Marco dan
Fernandez, 2008). Bank juga berfungsi sebagai misnkebijakan moneter yang
dilakukan oleh bank sentral di mana Bank Indoneshagai otoritas pengawas
perbankan nasional telah merumuskan cetak biru ydikgnal dengan Arsitek
Perbankan Indonesia (API). APl adalah suatu kemangg&sar sistem perbankan
Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikahaam, bentuk, dan tatanan
industri perbankan untuk rentang waktu lima sanggguluh tahun ke depan. Di
dalamnya terdapat enam pilar utama yang merupa&saran yang ingin dicapai,
salah satunya adalah menciptakamporate govamance untuk memperkuat kondisi
internal perbankan nasional.

Salah satu perangkat penting yang berkorelasi depgaeraparcorporate
governance adalah pengungkapan informasi yang efisien danspaan guna

melindungi kepentingan pemilik. Semakin tinggi #ag pengungkapan informasi



tersebut diharapkan dapat mengurangi terjadinymedsi informasi {nformation
asymmetry antara manajeragen) dengan pemilikgrincipal) serta mengklarifikasi
konflik kepentingan antara pemilik dengan manajer(eneilaet.al, 2011). Dari
berbagai macam pengungkapan informasi yang terd#gdatn laporan keuangan,
pengungkapan informasi sosial dan lingkungaoti@l and environmental disclosyre
yang akan dipelajari lebih lanjut karena pedomanrporate governance
menambahkan tanggung jawab manajer ke dalam asymeklgbih luas. Lebih lanjut
penanganan isu lingkungan dan sosial merupakan yaalg penting bagi
keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjartg petaporan informasi
lingkungan dan sosial merupakan hal yang pentitekbagan ini (Pramanik, 2008).
Gray (1993) dalam Lindrianasari (2004) menjelaskamwa pengungkapan
lingkungan merupakan bagian dari laporan keuangamelitiannya menerangkan
juga bahwa terdapat banyak studi yang akan meladpifi lanjut mengenai informasi
sosial yang dihasilkan oleh perusahaan dan menemhd&ava informasi lingkungan
merupakan salah satu bagian dari informasi terseHat tersebut berkembang
menjadi agenda rutin yang perlu dibahas dan dikagporkaitannya dengan citra
perusahaan yang berkompeten dan bertanggung javiadr dkepentingan bisnisnya.
Citra perusahaan yang dimaksud adalah sebagaikuerss dari ancaman terhadap
legitimasi perusahaan. Suatu pelaporan dapat dipgndsebagai respon atas
pemberitaan media yang bersifat negatif, kejad@siay atau dampak lingkungan
tertentu sebagai akibat dari rendahnya penilaiang ydiberikan oleh lembaga

pemberi peringkat perusaahaan (Deegfaal., 2002). Penelitian yang dilakukan oleh



Uwalomwa dan Uadiale (2011) juga menambahkan batehsgporan lingkungan dan
sosial telah mendapat perhatian dalam beberapan thleiakangan ini sebagai
perkembangan proses berkelanjutan di seluruh ddama menjadi isu menarik di
ruang lingkup akademis. Lebih jauh lagi konferg@kibal Reporting Initiativgpada
tahun 2000 juga telah menawarkan pedoman laporaangan, lingkungan, dan
sosial yang telah dijadikan pedoman oleh banyakigadraan. Permasalahan yang
sekarang muncul adalah pelaporan lingkungan yadgpat dalam laporan keuangan
perusahaan di negara Indonesia bersifat sukavelantary). lonescu (2010) juga
menyebutkan bahwa pelaporan sosial dan lingkungasibmbersifat sukarela
(voluntary) di banyak negara berkembang seperti Malaysidmtionesia.

Belum adanya tuntutan yang timbul dari pemilik pahaan mengenai
kepedulian terhadap isu lingkungan dan kurangny@apaman mengenai pentingnya
pelaporan informasi lingkungan dan sosial terhagamangku kepentingan dalam
jangka panjang menjadikan pelaporan ini hanya akamambah biaya dan tidak ada
kaitannya dengan tujuan perusahaan. Hal terselamidah dengan tidak adanya
pedoman atau standar yang baku mengenai pengumgkiag&ungan. Walaupun
beberapa institusi telah mengeluarkan rekomendasjyngkapan lingkungan, antara
lain Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan BangssmgBa (ECOSOC-PBB)
Institute of Chartered Accountant in England and|&8gICAEW), dan Global
Reporting Initiative(GRI) (Utomo, 2001). Perusahaan yang melakukaapoean ini
lazimnya perusahaan yang sudah memiliki jaringargyaas dan memiliki beberapa

alasan seperti menjaga reputasi perusahaan agakisdoanyak investor tertarik dan



perusahaan tetap bertahan di lingkungan masyaraatingga tidak mengalami
penolakan.

Sudah banyak penelitian yang mengangkat teantporate governangeetapi
sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokasla ppengaruhcorporate
governance terhadap kinerja keuangan atau performa kinerjeusadaan non
perbankan di ruang lingkup sektor industri manufektan pertambangan misalnya
adalah Erna Hidayah pada tahun 2007 yang lebilokesfpada perusahaan publik di
Indonesia, serta penelitian oleh Putri pada tah0@62yang lebih berfokus pada
perusahaan manufaktur di Indonesia sedangkan dirikan@enelitian oleh Luce,
Valenti, dan Mayfield pada tahun 2010 lebih membkahangenai pengaruh performa
perusahaan terhadaprporate governance

Dalam satu tahun terakhir ini sudah terjadi kasasgymenyangkutorporate
governanceterhadap bank asal Amerika Serikat yaitu J.P.Morgang dituduh
membiarkan lingkungan kerja yang sarat pelecehksusé sehingga bank tersebut
didenda sebesar US$ 1,45 juta (Rp 14,5 miliar)aBgdik 16 karyawati bank tersebut
di Ohio diduga mengalami pelecehan saat bekerjachdemerasa dilecehkan karena
tidak mendapat perlakuan dan kesempatan yang s@aradthgkan broker pria (BBC
Indonesia, 2013). Dari kasus yang terjadi pada nala013 tersebut dapat
dikembangkan penelitian mengenai hubungeorporate governancedengan
pengungkapan perusahaan karena selama ini fokugitiganlebih banyak meneliti
pengungkapan sosial dan lingkungan yang terjaddesdlusahaan-perusahaan non

perbankan. Penelitian yang mempunyai fokus padaap&an pernah dilakukan yaitu



mengenai pengarutorporate governancpada pengungkapan informasi lingkungan
dan sosial perusahaan perbankan di negara MalaleiaSheilaet.al. serta Aebi,
Sabato, dan Schmid mengearporate governancdi tengah krisis keuangan pada
tahun 2011. Oleh karena itu dapat dilihat bahwagpegkapan mengenai informasi
sosial dan lingkungan dalam cakupan perusahaammab masih bersifat sukarela
dan seadanya saja terutama di negara-negara bexkgmb

Dari beberapa contoh kasus dan hasil penelitiagiaterdu yang disebutkan
maka fokus riset penelitian kali ini mengkajiANALISIS PENGARUH
MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KEBIJAKAN
PENGUNGKAPAN INFORMASI SOSIAL DAN LINGKUNGAN (Studi
Empiris Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bura Efek Indonesia Tahun
2008-2012)” Penelitian yang dikaji kali ini menggunakan met@ohalisis data yang
berbeda serta penambahan variabel struRhief Risk Office(CRO) serta variabel
komite nominasi dan remunerasi sebagai variabetpedden untuk membedakan
dengan penelitian terdahulu. Objek yang ditelitituyssampel dari populasi pada
laporan keuangan perusahaan perbankan yang tediaitée di Bursa Efek Indonesia
(BEI) periode 2008-2012 dengan tujuan mendapatkaa tkrbaru laporan keuangan
dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan bersandda géetentuan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 8/14/PBI1/2006 tentang peneraparporate governancebagi

perusahaan perbankan secara umum.



1.2. PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikaratds maka bisa dilihat
bahwa pengungkapan laporan informasi lingkunganstaral merupakan salah satu
bentukgood corporate governancgan berpotensi menjadi sumber informasi yang
akan digunakan sebagai bahan pertimbangan mare@uspengelola perusahaan
dan pemilik perusahaan. Walaupun pengungkapandapoformasi lingkungan dan
sosial masih belum dapat diukur secara pasti imghtasinya pada setiap perusahaan
dan pengaruhnya dalam jangka panjang, sudah bapsagliti yang melakukan
penelitian tentang hubungan antararporate governancelengan pengungkapan
informasi lingkungan dan sosial terutama dalamkiupgperusahaan di negara-negara
berkembang.

Menurut Sharifah (2008) masih terdapat batasan lifianehubungan antara
variabel corporate governance dengan laporan ggytergjawaban sosiat@rporate
social responsibility repojtkecuali penelitian yang dilakukan Haniffa dan €®o
(2002) serta Sharifah (2008). Penelitian terbamgydilakukan Sheilat.al. (2012)
juga menemukan hasil yang signifikan antara valiabgorate governancdengan
pengungkapan informasi sosial walaupun terdapatli@tasan dengan ruang lingkup
sampel yang diambil dan tidak dilakukannya pengakuerhadap keaktifan dewan
komisaris dan keefektifan independensi komite alRkinelitian ini juga bermaksud
mengisi kekosongan yang ada dengan menganalisipadatorporate governance
terhadap laporan sosial dan lingkungan di sektarakgan khususnya perbankan.

Lebih jauh lagi corporate governancesebagai pedoman tata kelola dan etika
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perusahaan terutama di sektor perbankan mempumjaiatan yang berpengaruh
pada pengungkapan informasi dalam laporan tahusamuél repor}. Berdasarkan
hal-hal yang telah disebutkan maka perumusan nfasalag akan dibahas dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpahgapada
pengungkapan informasi sosial dan lingkungan?
2. Apakah strukturChief Risk OfficefCRO) berpengaruh pada pengungkapan
informasi sosial dan lingkungan?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh pada yegigapan informasi
sosial dan lingkungan?
4. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh pada pgkgpan sosial dan
lingkungan?
5. Apakah independensi komite audit berpengaruh padgyngkapan informasi
sosial dan lingkungan?
6. Apakah frekuensi rapat dewan komisaris berpenggada pengungkapan
informasi sosial dan lingkungan?
7. Apakah komite nominasi dan remunerasi berpengaada pengungkapan
informasi sosial dan lingkungan?
1.3. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalag tglah disusun adalah

sebagai berikut:
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1. Untuk menganalisis pengaruh proporsi dewan konsisadependen terhadap
pengungkapan informasi sosial dan lingkungan.

2. Untuk menganalisis pengaruh strukt@hief Risk Officer(CRO) terhadap
pengungkapan informasi sosial dan lingkungan.

3. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajéeidiadap pengungkapan
informasi sosial dan lingkungan.

4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan direksnarsa terhadap
pengungkapan informasi sosial dan lingkungan.

5. Untuk menganalisis pengaruh independensi komite it augrhadap
pengungkapan informasi sosial dan lingkungan.

6. Untuk menganalisis pengaruh frekuensi rapat dewamidaris terhadap
pengungkapan informasi sosial dan lingkungan.

7. Untuk menganalisis pengaruh komite nominasi danurarasi terhadap
pengungkapan informasi sosial dan lingkungan.

1.4. MANFAAT PENELITIAN
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikamimat sebagai berikut:

1. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya
Data dan Informasi dalam penelitian ini dapat dilkan referensi bagi pihak
pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian pardalam mengembangkan
ilmu lebih lanjut dan bermanfaat bagi kepentingeakpk.

2. Bagi penulis
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Penelitian ini diharapkan menambah ketrampilan, a&am, dan pengetahuan
sebagai bekal untuk diterapkan dalam dunia kerfangga menjadi suatu
pedoman.
3. Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan bpédimbangan mengenai
manfaat suatu tata kelola perusahaan yang baikgghiberpengaruh pada
pengambilan keputusan pada perusahaan sesuai paddBing manajer
perusahaan dalam memenuhi tujuan perusahaan daentikemnstakeholder
1.5.SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika  penulisan  bertujuan untuk mempermudaembphasan
yang dilakukan dalam penelitian ini yang disusuvagai berikut:
BAB | PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang peaelitiperumusan
masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat |gtee dan
sistematika penulisan penelitian.
BAB Il KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang meatelzerbagai konsep
dan teori dari variabel penelitian, selain itu jugangambarkan model
dari penelitian, serta perumusan hipotesis sebpyeaban teoritis
terhadap masalah penelitian yang kebenarannya plwju secara

empiris.
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BAB Il METODE PENELITIAN
Bab ini menguraikan tentang variable penelitian dgrerasional
variabel, jenis dan sumber data yang digunakanrdglenelitian ini
beserta penjelasan tentang metode pengumpulan sita, uraian
tentang metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS
Bab ini berisi tentang uraian objek penelitiasjih@engolahan data,
analisis data, serta interpretasi hasil statistik.

BABV PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian y&glgh dilakukan,
penjabaran mengenai keterbatasan penelitian, daanendasi untuk

penelitian selanjutnya.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori
2.1.1.Teori Keagenan @Agency Theory)

Teori keagenanAgency Theolymerupakan suatu prinsip model kontraktual
antara dua atau lebih pihak, dimana salah satk piisebutagent (manajer) dan
pihak yang lain disebuprincipal (pemilik perusahaan)@rincipal mendelegasikan
pertanggungjawaban atas pengambilan keputudacision making kepadaagent
yang dapat diartikan pula bahwarincipal memberikan suatu amanah, tugas,
tanggung jawab kepadagent untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan
kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dagdung jawatagentmaupun
principal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan beasdPemegang saham
sebagai pihakprincipal mengadakan kontrak untuk memaksimalkan kesejartera
dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkin manajer sebagaigent
termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutekanomi dan psikologisnya
antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinfameaupun kontrak kompensasi.
Principal menilai prestasiagent berdasarkan kemampuannya memperbesar laba

untuk dialokasikan pada pembagian deviden. Sentaiggi laba, harga saham, dan

14
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deviden, maka semakin baik kineggent sehingga layak mendapat insentif yang
tinggi.

Manajer merupakan pihak yang dikontrak oleh pemggaham untuk bekerja
demi kepentingan pemegang saham. Manajer juga ikhibesebagian kekuasaan
untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbamkegang saham serta wajib
mempertanggungjawabkan semua usaha dan kinerjagpyad& pemegang saham.
Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam yangtakiipercaya, transparan, dan
relevan adalah dengan menyusun laporan tahuaanuél repor} tiap akhir
periodenya. Laporan tahun ini digunakan oleh beabpihak terkait $takeholderg
termasuk manajemen perusahaan sendiri. Informasntalksi ini penting bagi
pengguna eksternal karena kelompok ini berada d&amdisi yang paling besar
ketidakpastiannya. Para manajamen sebagai pihaknait perusahaan memiliki
kontak langsung dengan perusahaannya dan mengetadwstiwva-peristiva
signifikan yang terjadi, sehingga tingkat ketergag&nnya terhadap informasi
akuntansi tidak sebesar pengguna eksternal yangidiam menimbulkan suatu
potensi masalah dalam perspektif teori keagenatu yadanya asimetri informasi
(information asymmet)y Akibat adanya informasi yang tidak seimbang atau
asimetris ini mengakibatkan masalah yang muncutramemilik kesulitan untuk
memonitor dan mengontrol tindakan-tindakan yangkdikan oleh manajer. Jensen

dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan terselalah:
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a) Moral Hazard yaitu para manajer serta orang-orang dalam yaitasanya
mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan progpakisahaan
dibandingkan investor pihak luar dan fakta yang ghkim dapat
mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pangegaham tersebut
tidak disampaikan informasinya kepada pemegangisaha

b) Adverse Selectignyaitu suatu keadaan dimana pemilik tidak dapat
mengetahui keputusan yang diambil oleh manajer rdegr@ar didasarkan
atas informasi yang telah diperolehnya atau tergibat kelalaian dalam
menjalankan tugas.

Jensen dan Meckling (1976) menambahkan bahwa @gkagk kelompokagent
dan principal) tersebut merupakan pihak yang berupaya memaksamaltilitasnya
masing-masing, maka terdapat alasan yang kuat unayakini bahwaagenttidak
akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingancipal. Adanya asimetri
informasi memungkinkan adanya konflik yang terjaditaraprincipal dan agent
untuk saling mencoba memanfatkan pihak lain untekektingan sendiri. Watts
(1992) menyebutkan bahwa hubungan agensi kaitadepgan laporan keuangan
perusahaan sangat dipengaruhi oleh kepentingam gasapolitik. Sehingga untuk
mengurangi asimetri informasi dan mencegah tenadikonflik keagenan, sudah
menjadi kewajiban bagi pihak manajemen untuk melapolaporan keuangan secara
tepat waktu, relevan, dan transparan. Eisenha@f9)lmenyatakan ada tiga asumsi

dasar yang melandasi teori agensi, yaitu:
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1. Asumsi tentang sifat manusia
Sifat manusia yang cenderung mementingkan diri igegself interest,
memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi nmasadatanghounded
rationality), lalu manusia selalu menghindari risiksk aversé.

2. Asumsi tentang keorganisasian

Dalam suatu organisasi terdapat konflik antar ategggorganisasi dan
efisiensi sebagai kriteria produktivitas, sertaregri informasi antara pihak
manajer dengan pemilik.

3. Asumsi tentang informasi

Informasi dipandang oleh perusahaan sebagai koasodityang
diperjualbelikan sehingga dapat memengaruhi kualiengungkapan
informasi.

Salah satu cara yang digunakan untuk memonitor lataskontrak dan
membatasi perilaku oportunistik manajemen adalatporate governancePrinsip
utamacorporate governancgang perlu diperhatikan untuk terselenggaranyétira
good corporate governanceyaitu transparansi transparency, akuntabilitas
(accountability, keawajaran f@irnesg, dan pertanggungjawabamegponsibility).
Corporate governancenerupakan konsep berlandaskan teori keageagan¢y
theory) yang diharapkan dapat bertindak sebagai alakuneyakinkan para investor
bahwa mereka akan menerima timbal balik beruvgtarn atas dana yang telah

mereka investasikan.
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Bukti empiris yang diperoleh dari hasil riset Zhgapada tahun 2000
menunjukkan masih lemahnya tata kelola perusahaarsghaan publik di Indonesia
dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya,iratitunjukkan oleh masih
lemahnya standar-standar akuntansi dan regulasanggungjawaban terhadap para
pemegang saham, standar-standar pengungkaparadapdransi serta proses-proses
kepengurusan perusahaan. Upaya untuk mengatashdedm-kelemahan tersebut
dilakukan pelaku bisnis di Indonesia dengan merkapaenerapagood corporate
governance(GCG) sebagai suatu sistem pengelolaan perusafaaanbaik, hal ini
sesuai dengan penandatanganan perjahpgdier of intent(LOI) dengan IMF tahun
1998, yang salah satu isinya adalah pencantumamajaderbaikan pengelolaan
perusahaan di Indonesia (Pranata, 2007).

Oleh sebab itu sangat relevan bila penerajpaporate governancenerupakan
elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas yandipug serangkaian aktivitas
yang melibatkan hubungan antar manajemen perusalti@svan komisaris, para
pemegang saham dan pemangku kepentingan lainrstanfiorporate governance
memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saltam kreditur sehingga
mereka yakin akan memperolebturn atas investasinya dengan benar (Doddy,
2007). Selain itucorporate governancguga memberikan suatu struktur yang
memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari spatwsahaan juga untuk
menentukan teknik monitoring kinerja. Perilaku npaési yang dilakukan oleh

manajer yang berawal dari konflik kepentingan dapatinimumkan melalui suatu
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mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyskama berbagai kepentingan
tersebut.
2.1.2Teori Stakeholder

Salah satu teori yang membahas pemangku kepenti{gekeholder
dikemukakan oleh Madura (2009) dengan sebutan stakieholderyang berkaitan
dengan suatu perspektif tanggung jawab sosial slaiu entitas/organisasi dalam
memandang lingkungan internal dan eksternal selsagdu keragaman dari pihak-
pihak yang berkepentingan dengan pihak yang menaugggkibat karena bisnis dan
mereka yang mempunyai kepentingan di dalamnya.kRillek yang mempunyai
kepentingan gtakeholdersini berpengaruh secara langsung maupun tidakstargy
terhadap keberlangsungan perusahaan dan efek tildigt yang diberikan
perusahaan terhadap pihak-pihak terkait. Freema®84§1 mengindentifikasi
pemangku kepentingan yang berkoreleasi denganuiggn perusahaan ke dalam
dua kategori, yakniinternal dan eksternal. Bagiani lingkungan internal adalah
pemilik perusahaarsfareholdery konsumen, karyawan, dan pemasok. Sedangkan
yang termasuk bagian dari lingkungan eksternairtemths pemerintah, kompetitor,
advokasi konsumen, pemerhati lingkung@pecial Interest GroufS1G), dan media.
Warsono (2009) mengungkapkan bahwa terdapat tigamsn yang mendukung
pengelolaan perusahaan berdasarkan perspektistakaholder, yaitu:

1. Argumen Deskriptif
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Argumen ini menyatakan mengenai persepi pemangkerkagan secara
sederhana tentang cara perusahaan beroperasi ekaujabsebenarnya.
Secara praktis, manajer mengarahkan fokus kineajéidgk hanya terhadap
pemilik perusahaan saja tetapi juga terhadap defpemangku kepentingan.

2. Argumen Instrumental

Argumen ini mendasari bahwa manajemen merupakategirperusahaan.
Perusahaan-perusahaan yang mempertimbangkan hak noamberi

perhatian pada berbagai kelompok pemangku kepemim@g akan
menghasilkan kinerja yang lebih baik.

3. Argumen Normatif

Argumen ini menjelaskan bahwa manajemen sudah (s&ha

memperhatikan pemangku kepentingan. Perusahaan ungaigpenguasaan
dan kendali yang cukup besar terhadap banyak sumiéga dan hak
istimewa ini menyebabkan adanya kewajiban perusabedadap semua
pihak yang mendapatkan timbal balik dari tindakaang/ dilakukan

perusahaan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerjasgleman ,maka manajer
harus dapat memberikan suatu bentuk pelaporan tyangparan, akuntabilitas, dan
bersifat informatif terhadap pemangku kepentingatmmngga pemangku kepentingan
dapat menilai keberlangsungan perusahaan. Di sgmpinperusahaan juga harus

dapat melakukan analisstakeholdersehingga mampu mengetahui kebijakan dan
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tindakan yang akan ditempuh oleh perusahaan. Menfarsono (2009) analisis
pemangku kepentingan mencakup identifikasi pemarkgentingan yang relevan,
kepentingan pemangku kepentingan, kekuatan pemankggpentingan, dan
koalisi pemangku kepentingan.
2.1.3 Corporate Governance
2.1.3.1. Definisi Corporate Governance

Syakhroza (2003) mendefinisikamworporate governancesebagai suatu
mekanisme tata kelola organisasi yang baik dalanakukan pengelolaan sumber
daya organisasi secara efisien, efektif, ekonor@span produktif dengan prinsip-
prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawabadependen, dan adil. Sejumlah
perusahaan di berbagai belahan dunia juga mempulgfaiisi tersendiri tentang
yang mempunyai makna sama walaupun ada sedikiteg@alan istilah. Negara-
negara maju mendefinisikacorporate governancesebagai cara-cara manajemen
perusahaan bertanggungjawab kepsttireholderdengan pengambilan keputusan di
perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkanmaampu memberikan nilai
tambah bagishareholder lainnya. Organization for Economic Cooperation and
Developmenf{OECD) mengembangkan prinsip-pringiprporate governancgang
diluncurkan pada tahun 1999 dan kemudian berkembeergadi acuan utama dalam
penyusunan kode tata kelola perusahaadd of corporate governanceagi negara-
negara di seluruh dunia. Tidak hanya perusahaamsbsaja tetapi sudah banyak

institusi internasional sepefi/orld Bank International Monetary FundIMF) dan
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Organization for Securities Comissio(OSCO) menjadikan prinsigcorporate
governanceyang disusun OECD sebagai pedoman dan penilaiadidia@orporate
governanceli suatu negara.

Sementara ittAsian Development BanlRDB) menjelaskan bahweorporate
governancdinilai baik apabila mengandung empat nilai utgragu accountability
transparency, predictabilitydan participation Di Indonesia sendiri secara harfiah
corporate governanceering juga disebut tata kelola perusahaan, meskipasih
bias dalam terminologi manajemen. Menufrum Corporate Governance In
Indonesia (FCGI, 2001)corporate governancenerupakan seperangkat peraturan
yang menetapkan hubungan antara pemegang sahagoyyperkreditur, pemerintah,
karyawan, serta para pemegang kepentingan intam ekstern lainnya yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban mereka, apat dlisimpulkan sebagai
sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaa

Konsep corporate governance bertujuan untuk meningkatkan kinerja
perusahaan melalui pengawasasn dan pengendaliajakmanajemen perusahaan
berdasarkan suatu tata kelola atau kerangka panatgang telah berlaku umum.
Menurut Arifin (2005) tujuangood corporate governanceada intinya adalah
menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang dpetktingan. Pihak-pihak
tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewamisaris, dewan direksi,
karyawan, dan pihak eksternal (investor, kredipemerintah, masyarakat dan pihak-

pihak lain yang berkepentingan). Namun dalam pkalt, corporate governance



23

berbeda di setiap negara dan perusahaan karenaitherkdengan sistem ekonomi,
hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya.

Corporate governancenuncul karena terjadi pemisahan kepemilikan antara
principal (pemilik) dengan pengendalian perusahaan atgnt(manajer) sehingga
menimbulkan konflik atau permasalahan keagenarramamilik dengan manajer.
Permasalahan keagenan ini timbul karena pemilikgalami hambatan dan kesulitan
dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidiaknbd alih atau
diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkdat terjadi perbedaan aliran
informasi yang dikehendaki antara manajer dengamilike perusahaan. Konsep
corporate governancealiajukan demi tercapainya pengelolaan laporan rigam
perusahaan yang lebih transparan bagi semua pemgigyporan keuangan dan
membantu menciptakan lingkungan kondusif demi p¢acya pertumbuhan yang
efisien dan berkesinambungan bagi perusahaan.
2.1.3.2. Prinsip Corporate Governance

Sejak diperkenalkan oleh OECD, prinsip-prinsguporate governanceersebut
direvisi pada tahun 2004 lalu diambil suatu kesilapuerdasarkan hasil diskusi dan
konsultasi dengan pihak-pihak yang relevan sertaeneatikan perkembangan yang
terjadi dijadikan acuan oleh banyak negara di duprasip-prinsip tersebut disusun
seuniversal mungkin sehingga dapat dijadikan peddmagi semua entitas di seluruh
dunia dan dapat diselaraskan dengan sistem hukurapaatau nilai yang berlaku di

negara masing-masing. Bagi para pelaku bisnis desarpmodal, prinsip-prinsip
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tersebut dapat menjadi panduan atau pedoman yaggnaebagi peningkatan nilai
(valuation) dan keberlangsungan usalsadtainability perusahaan. Prinsip - prinsip
corporate governancemenurut OECD pada tahun 2004 mencakup enam bidang
yaitu:

a) Landasan hukum yang diperlukan untuk memastikarenapancorporate

governancesecara efektif

b) Hak pemegang saham dan fungsi pokok kepemilikamspbiaan

c) Perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham

d) Peranan pemangku kepentingan datamporate governance

e) Pengungkapan informasi perusahaan secara transparan

f) Tanggung jawab dewan pengurus

Sedangkan di Indonesia Komite Nasional Kebijakaovernance(KNKG,
2006) mengemukakan konsep berbeda mengenai pterggulinyagood corporate
governance yaitu terdapat lima prinsip dalagood corporate governancgang
kemudian dapat dijadikan sebagai pedoman secaxeersal dan dapat digunakan
sebagai referensi di berbagai negara dengan meh&arbaperaturan-peraturan
menyeseuaikan dengan sistem, nilai, dan kebijalegana tersebut. Kelima prinsip
yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Tranparansi{ransparency

Transparansi adalah prinsip yang mengatur perusalmatak menyediakan

informasi yang material dan relevan dengan cara yandah diakses dan
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dipahami oleh pemangku kepentingan dalam rangkgag&robjektivitas
dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya, perusahaarnshmengambil
inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalahgydisyaratkan oleh
peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal ypegting untuk
pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.

b) Akuntabilitas Accountability
Akuntabilitas merupakan prinsip yang mengatur sappgrusahaan harus
dapat mempertanggungjawabkan Kkinerjanya secarapiean dan wajar.
Untuk itu perusahaan harus dikelola secara besarkur dan sesuai dengan
kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitunddegentingan
pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

c) PertanggungjawabaRésponsibility
Pertanggungjawaban merupakan prinsip yang mengetwsahaan untuk
mematuhi peraturan dan perundang-undangan yangkberkemudian
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat lidgkungan
sekitarnya sehingga kesinambungan usaha dalam gapgkjang dapat
terjaga dan mendapat pengakuan selgmad corporate citizen

d) Independensilidependeny)
Independensi adalah prinsip dimana untuk melanoagelaksanaan asas

good corporate governancgerusahaan harus dikelola secara independen
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atau mandiri sehingga masing-masing organ perusah@m@k saling
mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh piaak
e) Kewajaran dan Kesetaradrajrnesg

Kewajaran dan kesetaraan adalah prinsip dimanamdafelaksanakan

kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memkgarhakiepentingan

pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnydadaekan asas

kewajaran dan kesetaraan.
2.1.3.3. Peraturan Corporate Governance

Menurut riset yang dilakukan olehhe Indonesian Institute for Corporate

Governancedi tahun 2002, perusahaan menerap&arporate governancelengan
alasan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peratangnberlaku saja. Hal ini dapat
diartikan bahwa kesadaran perusahaan untuk mekagsigancorporate governance
masih rendah walaupun sudah banyak peraturan yaenpatur tentang praktik
corporate governancePeraturan tersebut di antaranya Undang-Undang rBarse
Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 mengenai pragtiod corporate governance
sebagai nilai dan konsep yang terkandung dalamspbaan. Kemudian ada
Peraturan Bapepam No.VIII.G.2 tentang laporan tahugang berkaitan dengan
prinsip transparansi dagiood corporate governanggitu mewajibkan penyampaian
laporan yang penting secara berkala kepada pitte&piang berkepentingan. Skema
pelaksanaagood corporate governanai perusahaan publik yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) juga berdasar pada aturan BAM/LK dan BEI.
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Kemudian untuk peraturan yang membahas pra&tkporate governance
terhadap korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMBpat ditinjau pada peraturan
BUMN KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Prakitkood Corporate
Governancepada BUMN. Di sektor perbankanprporate governanceliatur oleh
peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesiauy&iératuran Bank Indonesia
Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanganod Corporate Governancdi Bank
Umum, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/2@htang Perubahan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006.

2.1.4. Pengungkapan Infomasi Sosial dan Lingkungan

Perusahaan yang melakukan praktik pengungkapamal sten lingkungan
ditunjukkan minimal dengan melakukan pengungkap@lahssatu temaoluntary
disclosure yang berisikan lingkungan, kemasyarakatan, tenkgga, produk,
konsumen atau energi (Hackston dan Milne, 1996)laWwain pada kenyataannya
pengungkapan tersebut masih bersifat sukaretdurftary) dan tidak diungkap
sebenarnya atau apa adanya karena perusahaan nyamgecenderungan untuk
menyimpan dengan sengaja informasi yang sifatny@atdenenurunkan arus kas
perusahaan. Hal itu mengakibatkan manajer hanya alengungkapkan informasi
yang sifatnya baikgood newgyang dapat menguntungkan perusahaan.

Ghozali dan Chariri  (2007) berpendapat bahwa pbama akan
mengungkapkan semua informasi yang diperlukan dalamgka memenuhi

kebutuhan informasi pasar modal. Pernyataan terssidukung dengan anggapan
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jika suatu informasi tidak diungkapkan maka penpelya adalah informasi tersebut
tidak lagi relevan bagi investor atau informassédaut telah tersedia di tempat lain.
Walaupun begitu terdapat sebagian perusahaan ety inenggunakan informasi
lingkungan dan sosial dalam menentukan kebijakdandanelakukan tindakan dan
memonitor hasilnya. Namun seberapa jauh hal tetsdilakukan ditentukan oleh

kebijakan, karakter, dan tujuan manajemen.

Meningkatnya jumlah perusahaan yang menyajikanréapberkaitan dengan
aspek sosial cenderung untuk menarik perhatianikpuleingan menekankan pada
fakta yang menguntungkan dan bersifat kesinambuniganyataan yang terjadi
adalah beberapa perusahaaan telah bersungguh-bumgam mengungkapkan
pelaporan sosial dan lingkungan dengan metode pgkgpan yang logis walaupun
memperhatikan suatu pedoman umum. Ada beberapanayasg melatarbelakangi
manajer untuk melakukan pengungkapkan informasiakdsn lingkungan secara
voluntary(Deegan, 2002):

a. Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang ada datadang-undang.

b. Pertimbangan rasionalitas ekonomt@gnomic rationality.

c. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melagark

d. Keinginan untuk mematuhi persyaratan peminjaman.

e. Sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitpeassahaan.

f. Untuk mengendalikan kelompaitakeholdettertentu yang berpengaruh kuat

(Ullman 1985; Roberts 1992; Evan dan Freeman 1888gt.al, 1998)
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g. Untuk mematuhi persyaratan industri. Misalnya, dus#alia, Industri
pertambangan memilikCode for Environmental Managemesghingga ada
tekanan tertentu untuk memenuhi aturan tersebut.

h. Untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu.

Di samping itu laporan yang berkaitan dengan in&mimnyang bersifat non
keuangan seper@orporate Social ResponsibilifCSR) telah diatur dalam undang-
undang dan bersifanandatory melalui Pasal 66 Ayat 2 Undang-Undang No0.40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Maksugelaturan tersebut adalah untuk
mewajibkan perseroan yang usahanya di bidang yarigitan dengan sumber daya
alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial degkungan, namun tidak
menutup kemungkinan perusahaan yang tidak bersmgggusecara langsung dengan
sumber daya alam untuk mengungkapkan laporannya jdgl lain yang dibahas
adalah mewajibkan semua perseroan untuk melapgd&daksanaan tanggung jawab
tersebut di laporan tahunan. Namun banyak perusajeay masih meyakini bahwa
pelaksanaan CSR seharusnya bersifat suka velanfary) dan bukan kewajiban.
Pada akhirnya, undang-undang tersebut hanya mdwnjipelaksanaan CSR pada
perusahaan yang terkait dengan sumber daya alanmdagharuskan bagi semua
perseroan untuk melaporkan pelaksanaan CSR didagahunan. Adanya pelaporan
tersebut merupakan pencerminan dari perlunya akilitaa perseroan atas
pelaksanaan kegiatan CSR sehingga psaa#teholdersdapat menilai pelaksanaan

kegiatan tersebut. Dengan adanya transparansi ldaradilitas, tujuan akhir yang



30

diharapkan adalah perseroan memiliki kesadaran irsendtuk melaksanakan
kegiatan CSR.

Sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban sosial isaaebagian besar
perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaantbledamelaporkan kegiatan CSR
di annual repot. Namun perihal yang dilaporkan dan diungkapkargagtberagam,
sehingga menyulitkan pembaca laporan tahunan umelekukan evaluasi. Lebih
lanjut, Cooper dan Owen (2007) menyatakan bahwappehn saja tidaklah cukup
untuk mencapai akuntabilitas, pelaporan tersebtt mkdukung oleh infrastruktur
yang mendorong perusahaan untuk melaksanakan ddapari@n informasi
mengenai lingkungan dan sosial secara obyektifaPagdalnya Wiseman (1982)
menyatakan bahwa pengungkapan sosial dan lingkubigaanya berisi informasi
tentang dampak dan regulasi yang mengatur teniagikuhgan. Kemudian Ullmann
(1985) menambahkan bahwa pengungkapan sosial daghkufigan terdiri dari
gabungan laporan yang mengkaji tentang efek pdilgkungan dengan perspektif
pekerja.

Di masa sekarang ini salah satu mekanisme yang dgpnkan perusahaan
untuk memastikan bahwa laporan CSR menjelaskarakeaghng sebenarnya terjadi
di perusahaan adalah mekanisme dan struktur tdtdakperusahaancérporate
governancg Pelaksanaan CSR terkait dengan pratdod Corporate Governance
(GCG), seperti yang dinyatakan pada prinsip GCGgéedari OECD (2004)

menyebutkan bahwa perusahaan membutuhkan pengamghkagkungan dan sosial
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yang merupakan pengungkapan informasi yang berkaitngan lingkungan di
dalam laporan tahunan perusahaam(al repor} walaupun pada umumnya terdapat
pada bagian terpisah deng&ustainability Reportatau tercantum dalamAnnual
Report Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaamu peelaksanakan
transparansi dan pengungkapan yang memadai yamgptigasi pada pelaporan
CSR kepada pihak yang membutuhkan. Sejak dirumuagkaperaturan internasional
mengenai pengungkapan sosial dan lingkungan, salahalat yang biasa digunakan
untuk mengukur efektivitas pengungkapan laporariakaan lingkungan adalah
menggunakan pedoman pengungka@dobal Reporting Initiative¢GRI). Di dalam
pedoman GRI terdapat item-item pengungkapan yangshdilaporkan secara jelas
dan transparan sesuai dengan masing-masing indikatbkator-indikator tersebut
dibagi menjadi 6 kategori yaitu ekonomi, lingkungaenaga kerja, hak asasi
manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk aderigtal keseluruhan
pengungkapan mencapai 81 item pengungkapan sesugam GRI G3.1. Meskipun
pada tahun 2013 GRI sudah mengeluarkan standaupgkapan terbaru yaitu G4
tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak perusghagnmengacu G3. 1 sebagai
standar pengungkapannya.
2.2.Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan Patten (19%tusaha menguji pengaruih
tekanan publik dan profitabilitas terhadap pengapgk sosial 156 perusahaan yang

terdapat paddortune 500tahun 1985. Dengan menggunakan tesigkeholder
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penelitian Patten menunjukan bahwa ukuran perusahda@n jenis industri
berhubungan dengan luas pengungkapan sosial, petdpabilitas tidak berpengaruh
terhadap pengungkapan tersebut. Hackston dan iB@65) meneliti pengungkapan
sosial dalamannual report 50 perusahaan terbesar di New Zealand dengan
menggunakan teori agensi sebagai basis dalam mskamiubungan antar variabel
ditemukan hasil yaitu ukuran perusahaan, indusam saham yang terdaftar di pasar
modal lokal dan internasionah(ltiple stock exchange listingerpengaruh terhadap
pengungkapan sosial dan ligkungan. Deegan dan Goid®96) melakukan
eksplorasi penelitian menyangkut pengungkapan lingkn perusahaan di Australia
dengan menggunakan teori legitimasi untuk membahdim jumlah pengungkapan
lingkungan yang bersifat positif dan negatif. Hgséinelitian yang diukur dengan
menggunakarAverage Industry Environmental Sensitivity Indd#an Membership
Weighted Industry Envornmental Sensitivity Indeasnyimpulkan bahwa perusahaan
cenderung mengungkapkan berita positif dan mengukaarita negatif.

Pada penelitian selanjutnya, Cormier dan GordorDXP0menguji strategi
pelaporan isu sosial dan lingkungan pada tiga pbasn listrik, dua perusahan
publik dan satu perusahaan swasta. Hasil penehtianunjukkan bahwa perusahan
publik cenderung mengungkap lebih banyak isu sa$aal lingkungan dibanding
perusahaan swasta. Selanjutnya Cormier dan GoiadB3) melakukan penelitian
mengenai praktik pengungkapan lingkungan di Pesadan menemukan bahwa

biaya informasi yang diukur dengan kepemilikan sahaolume perdagangan, dan
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pemberitaan media memiliki pengaruh positif terifpapengungkapan lingkungan. Di
wilayah Asia penelitian dilakukan oleh Amad, Hassésan Mohammad (2003)
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengurgkaimformasi lingkungan
dalam annual report perusahaan di Malaysia. Dengan menggunak#ictient
contracting theory mereka menemukan bahwa hanya variabel leveragestaéus
auditor Big Five yang mempengaruhi pengungkapan informasi lingnng

Lalu penelitian Sharifah (2008) masih terdapat $etapenelitian hubungan
antara variabel corporate governance dengan lappeatanggungjawaban sosial
(corporate social responsibility repgrtPenelitian terbaru yang Shegtal (2012)
juga menemukan hasil yang signifikan antara valiabgorate governancdengan
pengungkapan informasi sosial walaupun terdapatli@tasan dengan ruang lingkup
sampel yang diambil dan tidak dilakukannya pengakuerhadap keaktifan dewan
dan keefektifan independensi komite audit
2.3.Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka reéarew penelitian terdahulu, maka
kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah kmhenguji mekanismeorporate
governanceterhadap pengungkapan informasi sosial dan linggardalam lingkup
perusahaan perbankan. Mekanisrgevernance dapat diartikan sebagai suatu
kerangka atau struktur dalam organisasi yang mpkama berbagai prinsip
governancesehingga prinsip tersebut dapat dibagi, dijalanksanta dikendalikan.

Struktur tersebut harus mampu mendukurmyporate governanceberdasarkan
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prinsip-prinsip  transparansi trgnsparency, akuntabilitas &ccountability,
pertanggungjawaban ggponsibility, independensiirfdependengy serta kewajaran
dan kesetaraariajrness.

Variabel mekanismeorporate governancgang terdapat pada penelitian kali
ini yaitu proporsi dewan komisaris independen, kétruChief Risk Office(CRO),
kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, irefegesi komite audit, frekuensi
rapat dewan komisaris, serta komite nominasi danunerasi sebagai variabel
independen yang berpengaruh positif atau negatibtiap pengungkapan informasi
sosial dan lingkungan, lalu ditambahkan juga ukupmmusahaan dateverage
sebagai variabel kontrol dengan alasan semakirr loesaperusahaan lebih banyak
menghasilkan laba berkecenderungan memiliki perigapan yang lebih tinggi
karena mereka bertindak sebagai perantara keualagamemerlukan pengungkapan
yang lebih komprehensif untuk meminimalkan biaydidekpatuhan. Sementara
leverage pada pengungkapan perusahaan berkaitan denganhtdtalg terhadap
ekuitas fotal debt to equify yang berarti tingginyadeverage perusahaan akan
mempengaruhi ketersediaan permintaan dan penyedié@masi yang diperlukan

oleh pemberi pinjaman (Aksu dan Kosedag, 2006).
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2.4. Perumusan Hipotesis
2.4.1Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhdap

Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan

Komposisi dewan merupakan hal yang paling pentiatard keefektivan
memonitor pengendalian manajemen dan menguranga lagensi (Choe dan Lee,
2003).Berdasarkan teori agensi, komisaris indepenaenunjukkan keberadaan
wakil dari pemegang saham secara independen dan muewakili kepentingan
investor. Komisaris Independen adalah anggota déwamsaris yang tidak memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan sdaafatau hubungan keluarga
dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi/atlan pemegang saham
pengendali atau hubungan lain yang dapat mempemgiamampuannya untuk
bertindak secara independen. Fama dan Jensen (d@88xatakan bahwa komisaris
independen akan lebih efektif dalam memonitor pihednajer. Lain halnya dengan
hasil penelitian Suhardjanto dan Miranti (2008),h&djanto dan Afni (2009),
Yusnita (2010) dan Fatayaningrum (2011) yang mexkgat bahwa proporsi dewan
komisaris memiliki pengaruh negatif terhadapvironmental disclosur&eberadaan
komisaris independen dalam perusahaan memiliki kgkinan bersifat formalitas
hanya untuk memenuhi kebutuhan regulasi saja sghirgberadaan komisaris
independen dalam menjalankan fungsi monitoring ktidanenggunakan
independensinya dengan baik untuk mengawasi kelnijaireksi (Darwis, 2009).

Sehingga dapat dirumuskan hipotesis:
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H1: Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengarumegatif terhadap
Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan
2.4.2 Pengaruh Struktur Chief Risk Officer (CRO) terhadap Pengungkapan

Informasi Sosial dan Lingkungan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Vincent, Gehridan Schmid (2011)
menyediakan bukti kuat bahwa perusahaan perbankamada Chief Risk Officer
(CRO) melapor langsung kepada dewan komisaris npaxtikin hasil yang signifikan
pada masa krisis kredit, sementara bank-bank dian@RO melapor kepadahief
Exexcutive Office(CEO) terlebih dahulu mendapatkan hasil signifikaimh buruk
daripada bank yang memiliki CRO melapor langsungakea dewan komisaris.
Sebuah survei terbaru dd@eloitte melaporkan bahwa 86% kliennya yang memiliki
CRO atau setara dan kebanyakan dari mereka melapgsung kepada dewan
komisaris, CEO, atau keduanya. Dengan keberadaaitekonanajemen resiko yang
independen dan transparan juga lebih memungkinkewal komisaris untuk
memahami profil risiko perusahaan dengan lebih rakamd (Bates dan Leclerc,
2009).

Hasil ini menegaskan hipotesis bahwa strukiomporate governancelengan
semua anggota dewan eksekutif melaporkan ke CEQ@nkalk yang paling tepat
untuk organisasi perbankan. Tugas CRO di antaranyiak memastikan perusahaan
beroperasi sesuai regulasi yang berlaku sepgaibannes-Oxley Ac{SOX),

menjamin keamanan sumber informasi, dan melaku&aiew terhadap faktor yang
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mempengaruhi investasi secara negatif. Oleh kaitenhisa saja terjadi CEO dan
CRO memiliki konflik kepentingan.Sesuai dengan itedeagenan, konflik
kepentingan yang dimaksud adalah pengungkapamagryang material mengenai
resiko yang pernah dihadapi, sedang dihadapi, damgkmn akan dihadapi di mana
CEO dan CRO mempunyai pandangan berbeda mengengarpbilan keputusan
mengenai pengungkapan informasi tersebut kepadaligrerusahaan. Sehingga
dapat dirumuskan bahwa struktur CRO berpengarultifpeshadap pengungkapan
informasi.

H2: Struktur Chief Risk Officer (CRO) berpengaruh positif terhadap

Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan

2.4.3Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungka@n Informasi

Sosial dan Lingkungan

Literatur corporate governanc@iga menyoroti pentingnya peran kepemilikan
dalam pengungkapan. Dalam beberapa penelitian Kigemdibagi berdasarkan
tiga perspektif kepemilikan, yaitu kepemilikan mgmial, kepemilikan blok, dan
kepemilikan institusional. Penelitian yang dilakakeali ini hanya mengambil dari
perspektif kepemilikan manajerial saja dengan pérdingan dari beberapa penelitian
terdahulu terdapat hasil yang relatif berbeda-bedengenai hubungan antara
kepemilikan manajerial dengan pengungkapan infarmsaperti. penelitian yang
dilakukan Chau dan Gray (2002), Eng dan Mak (2088jta Leung dan Horwitz

(2004) yang menghasilkan hubungan negatif antaparkdikan manajerial dengan
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pengungkapan informasi. Manajer mungkin tidak akaangungkapkan semua
informasi material kepada pihak luar karena mereka@pat menggunakan
pengetahuannya tersebut untuk tidak memaparkantlkegsm perusahaan kepada
shareholdersluar dan juga menyembunyikan kejanggaldraud) dan ketidak
kompetenanifcompetence Sehingga dapat diperkirakan semakin tinggi preipo
kepemilikan direktur akan menghasilkan tingkat pergkapan yang rendah.
Bagaimanapun juga sesuai dengan tetakeholderyang mendasari bahwa
manajer yang memiliki kepemilikan saham yang sutsséh akan membuat manajer
berusaha untuk melaksanakan tugas manajerialnygadeipaik demi kepentingan
perusahaan dan demi kepentingannya pribadi. Kep@milmanajerial dianggap
dapat meminimalisasi konflik keagenan antara mamajedengan pemegang saham
karena besar kecilnya saham yang dimiliki oleh kilanajemen menggambarkan
adanya kesamaan kepentingan antara manajemen degmgagang saham. Herawaty
(2008) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial taparfungsi sebagai
mekanismecorporate governanceHal tersebut diperkuat dengan penelitian yang
dilakukan Ballesta dan Garcia (2005) menghasilkasirkpulan semakin tinggi
kepemilikan manajerial akan menyebabkan semakirggiinkualitas laporan
keuangan,juga Norita dan Nahar (2004) menemukanerkidigan manajerial
memiliki pengaruh positif terhadap tingkat penguaqgkn informasi yang dihasilkan.
H3: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Pengungkapan

Informasi Sosial dan Lingkungan
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2.4.4Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Pengungkapatnformasi

Sosial dan Lingkungan

Dewan direksi dengan lebih dari 7 atau 8 anggotm dlerjalan tidak efektif
(Jensen dan Ruback, 1993; Florackis dan Ozkan,)20@kuran dan komposisi
dewan direksi dapat mempengaruhi efektif tidakristeaviias monitoring. Bodroastuti
(2009) mencatat bahwa ukuran dewan direksi yangdskadapat memonitor proses
pelaporan keuangan dengan lebih efektif dibandimgkeuran dewan direksi yang
sedikit. Kontras dengan hal tersebut, Yoshikawa Baan (2003) mengemukakan
pendapat bahwa semakin besar dewan maka semalih pesgkoordinasiannya
karena dengan jumlah besar akan berpotensi merkarbdifiksi dan konflik dalam
pengambilan keputusan bersama. Lebih jauh lagi lsentesar ukuran dewan akan
menghasilkan ketidak efektifan koordinasi, komusikgembuatan keputusan, dan
pengendalian dari CEO. Sebaliknya jika semakin |kekuran dewan maka akan
menghasilkan partispasi yang kondusif yang berd&nmgasitif dalam melakukan
fungsi monitoring dan kemampuan dewan membuat keput serta terjadi
independensi dalam mengelola perusahaan (Huth@r) 19

Beberapa peneliti seperti Mak dan Li (2001),Yoshi#adan Phan (2003),
Yatim et.al. (2006), dan Khanchel (2007) memiliki pandangams2 bahwa dalam
rangka membuat dewan yang independen bedas dagapdn manajemen, terutama
CEO maka ukuran dewan haruslah kecil sehingga ikmsulalam mengorganisasikan

dan mengkoordinasikan direktur dapat diminimalistenemuan dari Byardt.al.
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(2006) dari penelitian terhadap 1279 perusahaaamsetahun 2000 hingga tahun
2002 menunjukkan hasil analisa yang akurat padgymgkapan informasi keuangan
dengan ukuran dewan yang kecil. Jadi dapat diruarublhwa semakin kecil ukuran
dewan menghasilkan pengungkapan yang lebih baik.

H4: Ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif terhacap Pengungkapan

Informasi Sosial dan Lingkungan

2.4.5Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Pengugkapan Informasi

Sosial dan Lingkungan

Menurut Hiro (1995), pengertian komite audit adadakelompok orang yang
dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mefajaan pekerjaan tertentu atau
untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlajgotam dewan komisaris
perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk meinbaauditor dalam
mempertahankan independensinya dari manajemen. ofaggomite audit harus
diangkat dari dewan komisaris yang tidak melaksanakugas-tugas eksekutif,
minimal tedapat tiga orang anggota dan mayoritasushandependen, seperti
komisaris independen yang tidak terlibat dalam pamgan perusahaan dan tidak
memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang terafilidVienurut Sam’ani (2008)
komite audit meningkatkan integritas dan krediagditpelaporan keuangan melalui
pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistagengalian internal dan
penggunaan prinsip akuntansi berterima umum, damgaveasi proses audit secara

keseluruhan.
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McMullen (1996) dalam Siallagan dan Machfoedz (90Ma menyatakan
bahwa investor, analis dan regulator menganggap itkormudit memberikan
kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan juefgekadaan komite audit dianggap
memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam kijgeperusahaan. Sesuai dengan
teori stakeholdermengenai pemilik kepentingan untuk menjamin peggapan
informasi yang transparan dan dapat dipertanggumadjlkan maka komite audit yang
independen diperlukan untuk melaksanakan fungsit dachadap pelaporan yang
kemudian akan diberikan kepada pemilik perusahdadi dapat ditarik sebuah
hipotesis bahwa dengan semakin tinggi tingkat ieddpnsi audit maka akan
menghasilkan pengungkapan informasi yang baik pula

H5: Independensi Komite Audit berpengaruh positif trhadap

Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan
2.4.6 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap €hgungkapan

Infomasi Sosial dan Lingkungan

Frekuensi rapat dewan komisaris berarti intensttewan komisaris dalam
melakukan rapat untuk mengevaluasi dan membahanqaraan perusahaan ke
depan berdasarkan informasi laporan perusahaarurMtejuwitasari (2008) semakin
sering dewan komisaris mengadakan rapat, maka akeeshasi juga akan semakin
merata di antara sesama direksi, sehingga keputysasemakin baik yang
berdampak pada kinerja perusahaan yang lebih R#pat dewan komisaris

merupakan salah satu sumber informasi yang nantidjgunakan untuk
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meningkatkan efektifitas dewan komisaris. Melalenelitian yang dilakukan oleh
Vafea (1999) ditemukan hubungan positif antara Jeslsi rapat dengan kinerja
perusahaan. Hal ini juga dikemukakan oleh Perr@g),9aktivitas dewan komisaris
mengukur kualitas dari peran pengawasan dan pesgawaanajer. Hipotesis yang
disusun berdasarkan keterangan di atas adalah serselng dewan komisaris
melakukan rapat yang ditandai keaktifan saat rapaka meningkatkan kualitas
pengungkapan informasi perusahaan.

H6: Frekuensi Rapat Dewan Komisaris berpengaruh pasf terhadap

Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungan

2.4.7Pengaruh Komite Nominasi dan Remunerasi terhadap Pegyungkapan

Informasi Sosial dan Lingkungan

Menurut Pedoman Umum GCG (KNKG) tahun 2006 menyatakahwa
komite nominasi dan remunerasi bertugas membantvamekomisaris dalam
menetapkan kriteria pemilihan calon anggota dewamigaris dan direksi serta
sistem remunerasinya. Adithipyangket.al. (2009) menyatakan bahwa remunerasi
yang diberikan perusahaan akan berpengaruh terldauaga dewan komisaris yang
kemudian juga berpengaruh juga terhadap kinerjauspbiaan. Kinerja dewan
komisaris tersebut diukur dengan besaran kompensagj harus diungkap setelah
melaksanakan kewajibannya. Keberadaan komite na@mida antara pemegang
saham dapat berpengaruh penting karena komiteuga perfungsi sebagai alat

monitoring terhadap keefektivan kinerja dewan kamss (Vafea, 1999). Sebagai
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bentuk pertanggungjawaban kinerja perusahaan t@phaeimangku kepentingan dan
alat untuk memonitoring dewan komisaris, maka kghapan pelaporan yang
mencakup semua aspek pengungkapan termasuk kiekgaomi, sosial, dan
lingkungan merupakan hal yang esensial dan penleggan demikian keberadaan
komite nominasi dan remunerasi berpengaruh pasitidap pengungkapan

H7: Proporsi Komite Nominasi dan Remunerasi berpengruh positif

terhadap Pengungkapan Informasi Sosial dan Lingkungn
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METODE PENELITIAN

3.1.Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variatel
3.1.1Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Pengungkapan informasi sosial dan lingkungan padelpian mengacu pada
pedoman Global Reporting Initiative (GRI) dengan membagi jumlah item
pengungkapan perusahaan dengan total keselurubam pengungkapan sesuai

dengan GRI (G3.1) sebanyak 81 item.

Jumlah item yang diungkapkan perusahaan

81

Pengungkapan informasi sosial dan lingkungan dalgmarusahaan
dikelompokkan menjadi 6 kelompok sesuai dengangkeigpengungkapan informasi
yang disusun oleh GRIG3.1 Sustainability Reporting Guidelinegaitu meliputi
kategori economi¢ environmental dan social (labour practices, human rights,
society, dan product responsibilityyang telah disesuaikan dengan kondisi
pelaksanaan CSR perusahaan di Indonesia. Padp kategori tersebut terdiri dari
beberapa item yang mencapai total 81 item penguagkaerdasarkan aspek-aspek

yang sesuai dengan masing-masing kategori pengpagkavasing-masing item

45
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pada tiap indikator pengungkapan diberi skor 1,ingg/a bila perusahaan
mengungkapan semua item kategori maka skor maksiera diperoleh yaitu 81
dengan keterangan perolehan nilai maksimal untuginganasing indikator adalah
ekonomi 9, lingkungan 30, tenaga kerja 14, hakiasanusia 11, masyarakat 8, dan
tanggung jawab produk 9.
3.1.2Variabel Bebas (Variabel Independen)
3.1.2.1. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah angota dewan komigang tidak terafiliasi
dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnyapanegang saham pengendali,
serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungamyaiyang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen atau Hakinsemata-mata demi
kepentingan perusahaan. Kep. Direksi BEJ No.3 15/B#2000 mengatur
perusahaan perseroan wajib memiliki komisaris iedepn di antara dewan
komisaris perusahaan dengan ketentuan jumlah kamisaependen minimal 30%
dari seluruh jumlah komisaris. Proporsi komisamslependen dalam penelitian ini
diukur berdasarkan persentase (%) antara jumgigada komisaris independen
dibandingkan dengan jumlah total anggota dewan &arisi.
3.1.2.2. Struktur Chief Risk Officer (CRO)

Chief Risk Officerdiwajibkan secara teratur melakukegview atas laporan
risiko yang dihasilkan oleh sistem manajemen resi&ongan cara mengidentifikasi,
mengukur, memonitor, dan membuat keputusan teskdiruh resiko yang dihadapi

maupun potensi resiko di masa mendatang juga mampmelihara standar
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pengendalian intern bank dengan menurunkan tingkgtdinya resiko operasional.
Pengukuran struktur CRO pada penelitian ini berlasapenelitian terdahulu yang
dilakukan Vincent, Gabriel, dan Schmid (2011) dengsnggunakan CRO sebagai
variabel dummydengan ketentuan bila CRO melaporkan secara laggkapada
dewan komisaris dan CEO mendapat nilai 1 dan laifeyé bertanggung jawab secara
langsung kepada CEO atau dalam level tingkat mameajeketiga maka mendapat
nilai O.
3.1.2.3. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikahasa yang dimiliki oleh
manajer, direktur, dan komisaris. Kepemilikan maria] merupakan kepemilikan
saham oleh manajemen perusahaan yang diukur depegaentase jumlah saham
yang dimiliki oleh manajemen (Sujono dan Soebiantd@007 dalam Sabrinna,
2010). Namun variabel kepemilikan manajerial dala@nelitian ini diukur dengan
variabeldummy dengan nilai 1 jika perusahaan mempunyai kepkanlmanajerial
dan O jika perusahaan tidak mempunyai kepemilikanajerial (Herawaty, 2008).
3.1.2.4. Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi adalah anggota dewan yang bertanggwal terhadap kinerja
dan manajemen perusahaan. Ukuran dewan direksi dagar dengan menghitung
persentase jumlah anggota direksi dalam suatu giesmas dibandingkan dengan
jumlah anggota direksi sesuai dengan ketentuartypara Menurut Peraturan Bank
Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 jumlah anggota Dewaimek3i dalam suatu

perusahaan paling sedikit 3 orang.
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3.1.2.5. Independensi Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab melakukan pengawg&ansahaan termasuk
didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung ageddn sistem pengendalian
internal serta memonitor proses pengawasan yamaguttén oleh auditor internal.
Komite audit dalam penelitian ini diukur berdasarfamlah anggota komite audit
yang ada di perusahaan dibandingkan dengan jumiejgota sesuai dengan
peraturan Bapepam Ketentuan Peraturan Nomor 1Xdng tertuang dalam salinan
Keputusan Nomor IX.1.5 Kep.643/BL.2012 tentang Pembtbkan dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja Komite Audit mensyaratkan juriktaite audit minimal 3 orang
yang diketuai oleh komisaris independen perusalklaandua orang eksternal yang
independen.
3.1.2.6. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Menurut FCGI (2002) rapat dewan komisaris merupagariemuan antara
anggota dewan yang membahas tentang rencana spategahaan ke depan dan
evaluasi terhadap kebijakan yang telah diambil ad@imajemen. Jumlah rapat dewan
komisaris pada penelitian ini diukur berdasarkarsgr@ase kehadiran seluruh dewan
komisaris dibandingkan dengan total rapat dewanisans yang diselenggarakan
tiap tahunnya.
3.1.2.7. Komite Nominasi dan Remunerasi

Pedoman Umum GCG (KNKG) tahun 2006 menyatakan bakosmite
nominasi dan remunerasi bertugas membantu dewams&osndalam menetapkan

kriteria pemilihan calon anggota dewan komisarisn ddireksi serta sistem
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remunerasinya yaitu menentukan besaran gaji ataypénsasi yang diterima direksi
maupun komisaris. Pada penelitian ini proporsi kemmominasi dan remunerasi
diukur dengan jumlah anggota komite nominasi damureerasi yang terdapat dalam
perusahaan dibandingkan dengan jumlah minimal leogahg ditentukan peraturan.
Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI72dmlah anggota komite
nominasi dan remunerasi dalam suatu perusahaany s&dikit 3 orang.
3.1.3Variabel Kontrol
3.1.3.1. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah ukuran atau besarnya yessgt dimiliki oleh
perusahaan. Semakin besar total asset perusahaka,semakin besar pula ukuran
perusahaan tersebut. Pada penelitian ini ukurarspkaan dinilai dengdag of total
assets Log of total assetsni digunakan untuk mengurangi perbedaan sigmifika
antara ukuran perusahaan yang terlalu besar dergaan perusahaan yang terlalu
kecil maka nilai total asset dikonversikan menjljaritma matematis, konversi
logaritma ini bertujuan untuk membuat data totakaserdistribusi normal.
SIZE =log of Total Assets
3.1.3.2. Leverage

Leveragemenunjukkan rasio dari kewajiban dengan total peetisahaan dan
merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhadegahjiban finansialnya
apabila perusahaan tersebut likuidasi pada sudttuwa&/eston dan Copeland (1992)

memformulasikan rasio leverage sebagai berikut:
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Leverage = Total Hutang

Total Asset

Keterangan:

Total hutang = Hutang lancar + hutang tidak lancar

Total asset = Asset lancar + asset tetap
3.2.Populasi dan Sampel Penelitian
3.2.1Populasi Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adgdalusahaan perbankan
yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) #dmin 2008 sampai dengan tahun
2012 Untuk mempermudah penelitian ini maka menggamaekniksamplinguntuk
pengambilan sampelnya.
3.2.2.Sampel Penelitian

Metode pengambilan sampel yaitu dengan menggunaieiode purposive
samplingdengan mengambil sampel yang telah ditentukan welngia berdasarkan
maksud dan tujuan penelitian berdasarkan kriteestentu. Kriteria dalam
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalahgaalzerikut:

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa IRfeesia (BEI)

dengan tanggal pencatatan dari tahun 2008 sampgadd¢ahun 2012.
2. Perusahaan perbankan yang telah menerbitkan lapahnaman dari tahun
2008 sampai dengan tahun 2012.
3. Perusahaan perbankan terdaftar yang memiliki k&bgman informasi di

annual reportdansustainability reporterkait dangan variabel penelitian.
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3.3.Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini pekan data sekunder
sebagai data yang diperoleh dari sumber-sumber yaedpubungan dengan
penelitian. yaituannual reportdan sustainability reportperusahaan perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2@082 yang termuat dalam
Indonesian Capital Market DirectoryICMD), IDX Statistic 2008-2012, website
www.idx.co.id dan website masing-masing perusahaan.
3.4.Metode Pengumpulan Data

Dengan data sekunder sebagai jenis penelitian akanmetode pengumpulan
data dalam penelitian yang digunakan adalah demgamggunakan metode studi
pustaka dan metode dokumentasi penelitian. Mettul#i pustaka adalah metode
perolehan data dengan cara mempelajari pengetatarateori dari buku, literatur,
artikel, dan jurnal yang berhubungan dengan masgaly dibahas dalam lingkup
penelitian ini. Metode dokumentasi adalah metodwydilakukan dengan melakukan
pencatatan terhadap data yang dipublikasikan masasjng perusahaan yang
diterbitkan oleh BEI.
3.5.Metode Analisis Data
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaraauadeskripsi suatu data
yang dilihat dari nilai (Ghozali, 2006): rata-ragaear), standar deviasi, varian,
maksimum, minimumsum range, Kurtosis dan Skewnes$ujuan dilakukannya uji

analisis statistik deskriptif adalah untuk mempedatu memahami variabel-variabel
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yang digunakan dalam penelitian ini. Disampingo¢uhubungan dengan penggunaan
variabel dummy sebagai indikator variabel independ@RO dan kepemilikan
manajerial maka akan digunakan juga analisis fregiuentuk mengukur data tunggal
yang ditampilkan dalam grafik batang.
3.5.2Uji Asumsi Klasik

Penggunaan uji asumsi klasik dilakukan untuk menkglpyakan atas model
regresi yang digunakan pada penelitian ini jugaikimhemastikan bahwa di dalam
model regresi yang diuji mempunyai data yang téitlissikan secara normal dan
bebas dari heterokedistisitas, multikolinieritaes{a autokorelasi.
3.5.2.1. Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah memiliki distribdata normal atau mendekati
normal (Ghozali, 2006). Uji normalitas bertujuantukn menguji apakah variabel
dependen dan variabel independen dalam model regaesbel terdistribusikan
secara normal atau tidak. Menurut Ghozali (200@ikimendeteksi normalitas data
dapat diuji dengakolmogorof-Smirnovdengan pedoman pengambilan keputusan:

a. Nilai signifikansi (sig) atau nilai probabilitas €,05 secara statistik Ho

ditolak maka distribusi adalah tidak normal.
b. Nilai signifikansi (sig) atau nilai probabilitas 6,05 secara statistik Ho
diterima maka distribusi adalah normal.

Selain itu ditampilkan juga grafik norm&-P Plot of regression standardized

residualuntuk memperjelas hasil uji normalitas.
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3.5.2.2. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apaklalam model regresi
terjadi ketidaksamaan varians dari residual sagefasi ke observasi lainnya. Jika
varians dari residual satu observasi ke observasigylain tetap disebut
homoskedastisitas, dan apabila varians dari relsghia observasi ke observasi lain
berbeda disebut heterokedastisitas. Pengujian ilakukan dengan melihat grafik
plot antara nilai prediksi variabel dependen yaffaRED dengan nilai residual
SRESID. Pendeteksian ada tidaknya dapat dilakukemgah cara melihat ada
tidaknya pola tertentu pada graffcatterplotantara SRESID dan ZPRED dimana
sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbadXlah residual (Y prediksi -
Y sesungguhnya) yang telah distandarisstsindardize§l Dilakukan pula uji Glejser
dengan cara meregresikan antara variabel indeperddgan nilai absolut
residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabdependen dengan absolut residual
lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah hetezdaktisitas.

Pengujian terakhir menggunakan uji korelaSipearman’s rho yaitu
mengkorelasikan variabel independen dengan niastandardized residlia
Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05gdenuji 2 sisi o tailed. Jika
korelasi antara variabel independen dengan resuiud&pat signifikansi lebih dari
0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi rahshleteroskedastisitas pada
model regresi. Model regrasi yang baik adalahgy&omoskedastisitas atau tidak

terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2006).
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3.5.2.3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apdkanodel regresi memiliki
korelasi antar variabel independen sedangkan myaled) baik seharusnya tidak
terjadi korelasi yang tinggi diantara variabel ipeisden. Multikolinieritas dianggap
terjadi jika terdapat hubungan linear antara inddpa yang dilibatkan dalam model.
Jika terjadi gejala multikolinieritas yang tinggiaka standaerror koefisien regresi
akan semakin besar, akibatnganvidence interaluntuk pendugaan parameter
semakin lebar. Untuk mendeteksi ada atau tidaknyhikmiinieritas didalam model
regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dalainrariance inflation factor (VIF).
Batas €ut off) dari VIF > 0 dan nilai tolerance jika nilai VIiebih besar dari 10 dan
nilai tolerance kurang dari 0,10 dan tingkat kadnitias lebih dari 0,95 maka terjadi
multikolinieritas (Ghozali, 2006).
3.5.2.4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan dengan tujuan mengujakgh dalam suatu model
regresi linear terdapat korelasi antara residualapperiode t (saat ini) dengan
residual periode t-1 (sebelumnya) dan model regrasg baik adalah regresi yang
bebas dari autokorelasi. Autokorelasi terjadi dpaterdapat penyimpangan terhadap
suatu observasi oleh penyimpangan yang lain atfdidorelasi diantara observasi
berdasarkan waktu dan tempat. Cara yang dapatakgaruntuk mendeteksi adanya
autokorelasi salah satunya dengan uji Durbin Wa(Bal-Tes). Uji Durbin Watson
digunakan untuk autokorelasi tingkat satfirs{ order autocorelation dan

mensyaratkan adanya konstanta datdarceptdalam model regresi serta tidak ada



55

variabel lagi diantara variabel independen (Ghoz2(0i06). Kriteria pengambilan

keputusan dalam uji Dusbin waston adalah (Ghoz2@0§6) yaitu:

Hipotesis nol Keputusan Jika

Tidak ada autokorelasiDitolak 0<dw<dl

positif

Tidak ada autokorelasiTidak dapat dl<dw<du

positif disimpulkan

Tidak ada autokorelasiDitolak 4-d<dw<4

negatif

Tidak ada autokorelasiTidak dapat 4 - du<sdwc<

negatif disimpulkan 4 - di

Tidak ada autokorelasi Diterima du<dw<4-

dl

Keterangan:

du = Batas atas dw
dl = Batas bawah dw
3.5.3Uji Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi berganda merupakan pengujian matagenai ketergantungan
variabel dependen dengan salah satu atau lebiabeanndependedengan tujuan
untuk mengestimasi rata-rata populasi atau nils-rata variabeldependen

berdasarkan nilai variabel independen yang diket@@hozali, 2006)Hasil dari
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analisis regresi berganda berupa koefisien untuksinganasing variabel
independen. Persamaan regresi dengan linier bexgdaldm penelitian ini adalah
sebagai berikut:

ENVD = a + p DKINDEP + B CRO + p KMAN+ B UDDIR + BIKA + BFRD +

BPNR +BLOG_ASSET +BLEV + e

Keterangan:

ENVD : Pengungkapan informasi sosial dan lingkumga
o : Konstanta

B . Koefisien regresi dari variabel independen
DKINDEP  : Proporsi dewan komisaris independen
CRO : Struktur CRO

KMAN : Kepemilikan manajerial

UDDIR : Ukuran dewan direksi

IKA . Independensi komite audit

FRD : Frekuensi rapat dewan komisaris

PNR : Komite nominasi dan remunerasi

LOG_ASSET : Ukuran perusahaan
LEV : Leverage
e :Error
Selanjutnya adalah analisis korelasi berganda. i¢igaini digunakan untuk
mengetahui hubungan antara dua atau lebih variadependen terhadap variabel

dependen secara serentak. nilai R berkisar antassantpai 1, jika nilai semakin
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mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakiat,ksebaliknya jika nilai
semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadilsarteanah. Menurut Sugiyono
(2007) ada beberapa kriteria untuk memberikan pnéeasi koefisien korelasi
berganda yaitu :

0,00- 0,199 =sangat rendah

0,20 - 0,399 =rendah

0,40 - 0,599 =sedang

0,60-0,799 = kuat

0,80 - 1,000 = sangat kuat

3.5.4Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitiah menggunakan
pengujian secara parsi@Tes) dan pengujian secara simult&ites)
3.5.4.1. Uji Parsial (t-Test)

Uji statistik parsial pada dasarnya menunjukkaressgia jauh pengaruh satu
variabel independen secara individual dalam megé&eanvariasi variabel dependen
(Ghozali, 2006). Pengujian ini dilakukan untuk metadpui secara parsial variabel
independen berpengaruh secara signifikan atau texakdap variabel dependen. Jika
nilai signifikan uji t > 0,1 maka dapat disimpulkadak terdapat pengaruh yang
signifikan sedangkan jika nilai signifikan uji ts1 maka dapat disimpulkan terdapat

pengaruh yang signifikan secara individual masiraging variabel.
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3.5.4.2. Uji Simultan (F-Test)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secaradma-sama apaka variabel
bebas berpengaruh secara signifikan atau tidakadegh variabel terikat. Jika
probabilitas > 0,1 maka variabel bebas secara imersama tidak berpengaruh
terhadap variabel terikat jika probabilitas < 0,aka variabel bebas secara bersama-
sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Skgmfberarti hubungan yang terjadi
dapat berlaku untuk populasi dari sampel yangitiitel
3.5.5.Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (]t mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel dependen (Ghozal200lai R mempunyai interval
antara 0 sampai 1 @R? < 1). Semakin besar’Rmendekati 1) maka semakin baik
hasil untuk model regresi tersebut dan bila nilairsemakin mendekati 0 maka
variabel independen secara keseluruhan tidak dapajelaskan variabel dependen
(Sulaiman, 2004). Nilai Ryang kecil berarti kemampuan variabel-variabebul
menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Ndag mendekati 1 berarti
variabel-variabel independen memberikan semuanmdei yang dibutuhkan untuk
memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali 6200

Namun Ghozali (2006) juga menambahkan bahwa keefigsieterminasi
hanyalah salah satu dan bukan satu-satunya kntesmailih model yang baik dengan
alasan apabila suatu estimasi regresi linear meaigha koefisien determinasi yang

tinggi tetapi tidak konsisten dengan teori yanglitipleh peneliti, atau tidak lolos
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dari uji asumsi klasik maka model tersebut sehgmauditak dipilih menjadi model

empiris dan menggantinya dengan model lain.
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